
	

	

 

 

 
BUPATI KOTABARU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 1 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG IJIN USAHA  

PERTAMBANGAN UMUM DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan 
dibatalkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 
Pusat; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan 
Nomor 188.44/ 0275 /KUM/2016 tentang Pembatalan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Pertambangan Umum Daerah, paling lama 
7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan oleh 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Kepala 
Daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan 
selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut 
Perda dimaksud; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf  a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang  Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara   (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

4. Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011  
Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5489); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5142); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
 

dan 
 

BUPATI KOTABARU 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 23 TAHUN 2002 
TENTANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH. 
 

 
Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2002 Nomor 
37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru. 

	
 

Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal  3 Januari 2017 
 

BUPATI KOTABARU, 
 
 
 
 
H. SAYED JAFAR 

 
 
Diundangkan di Kotabaru 
pada tanggal  3 Januari 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 
 
 
 
 
H. SURIANSYAH 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
TAHUN 2017 NOMOR  1 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN : (233 /2016) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 1 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG IJIN USAHA 

PERTAMBANGAN UMUM DAERAH 
 
	

I. UMUM 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah, sudah tidak sesuai lagi 
dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: 

1. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang berbunyi : 

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, 
serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintahan Pusat 
dan Daerah Provinsi”.  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Matriks Pembagian Urusan 
Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf CC angka 2 Sub Urusan 
Mineral dan Batubara sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota. 

Disamping itu, dengan telah diterbitkannya Keputusan Gubernur 
Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0275 /KUM/2016 tentang Pembatalan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2002 tentang Ijin 
Usaha Pertambangan Umum Daerah, Bupati Kotabaru untuk segera 
menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan dimaksud. 

Dengan mendasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah, harus dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
NOMOR  1 
	


